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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berjalannya waktu maupun zaman, maka kehidupan
seorang manusia akan semakin terikat dengan adanya perkembangan sebuah
teknologi. Tentu dalam perkembangan tersebut mempunyai pengaruh yang
cukup besar mengenai aktivitas ekonomi didalam masyarakat. Teknologi
memudahkan dalam memberikan sebuah dukungan diberbagai aspek dan
memudahkan terkait aktifitas. Penggunaan smartphone yang sudah dilengkapi
berbagai macam teknologi canggih, yang semuanya bisa diakses secara
mudah. Teknologi modern bisa dijangkau dengan hanya melalui sebuah
aplikasi yang terdapat dalam smartphone.?

Meningkatnya kebutuhan seorang manusia didalam melaksanakan
sebuah transaksi mendorong dalam berinovasi untuk dapat mengatasi sebuah
ketidakpraktisan dalam sistem pembayaran yang menggunakan uang seacara
tunai, terkhusus dalam transaksi yang lumayan besar. Maka dari itu, ada
berbagai macam alat transaksi berupa cek dan tagihan sehari-hari. Maka dari

itu, adanya sebuah teknologi, muncul sebuah uang elektronik (e-money)
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dimana penggunaan transaksi itu dilaksanakan di media elektronik yang
nantinya akan menggunakan internet dalam penghubungannya.®

Salah satu metode pembayaran dengan menggunakan uang elektronik
adalah adanya QRIS. Dalam hal ini untuk mewujudkan sebuah sistem
pembayaran yang sangat mudah, berlaku aman serta efisien, maka Bank
Indonesia melaksanakan sebuah penyempurnaan serta pengembangan
mengenai sebuah sistem pembayaran QRIS.* Disamping terdapat berbagai
kemudahan dalam QRIS, ada beberapa masalah mengenai pembayaran QRIS
pada UMKM adalah banyak pelaku usaha yang kurang paham terkait manfaat
serta cara penggunaan QRIS. Selain itu, terdapat kendala teknis contohnya
pencairan dana yang terlalu lama serta terdapat biaya administrasi yang
dianggap memberatkan pedagang kecil.’

Terdapat juga kendala-kendala lain khususnya yang dirasakan oleh
pihak merchant atau pedagang, seperti QRIS tidak pernah akan luput dari
sebuah kendala sistem yang bisa mengakibatkan adanya terganggunya sistem
pembayaran. Akibat dari adanya masalah tersebut membuat transaksi QRIS
yang telah dilaksanakan oleh pembeli berhasil, namun tidak masuk kedalam

rekening merchant QRIS.
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Salah satu merchant yang menerapkan metode pembayaran QRIS
adalah Angkringan Omah Petoeng di Desa Purworejo, Kabupaten
Tulungagung. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan meskipun
terdapat banyak keuntungan dalam menggunakan QRIS, terdapat juga
kendala-kendala. Seperti di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo,
Kabupaten Tulungagung, juga mengalami beberapa kendala dalam
pembayaran berbasis QRIS seperti pembeli yang telah melakukan transaksi
saldo namun tidak masuk ke merchant, padahal saldo pelanggan sudah
terpotong dan berhasil. Selain hal itu, belum terdapat secara spesifik
mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan-peraturan
mengenai masalah sistem yang eror atau saldo terpending.

Maka dari penjelasan yang dijelaskan, perlu adanya sebuah analisis
mengenai perlindungan hukum terhadap merchant saat mengalami kendala
dalam pembayaran QRIS. Serta ingin menjelaskan mengenai bagaimana
implementasi perlindungan hukum bagi merchant yang nantinya berkaitan
dengan PJSP, dengan melakukan serta bertanya kepada pihak Angkringan.
Adanya sebuah permasalahan terkait hal yang dijelaskan, maka seorang
peneliti memiliki ketertarikan untuk bisa melaksankan sebuah penelitian
yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada Transaksi
Berbasis QRIS Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di
Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung)”,
yang diharapkan penelitian ini dapat memiliki fungsi untuk peneliti

maupun khalayak umum atau masyarakat.



B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS di Angkringan Omah
Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merchant
Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari
Hukum Positif?

3. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Merchant
Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari
Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap
Merchant Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS di
Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Ditinjau dari Hukum
Positif.

3. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Ditinjau dari Hukum

Islam.



D. Kegunaan Penelitian
Melalui sebuah penelitian yang dilakukan, terdapat harapan untuk bisa
menghasilkan sebuah manfaat yang berguna untuk menambah khazanah
ilmu pengetahuan:
1. Secara Teoritis
Memberikan  Kkontribusi pada literatur akademik mengenai
implementasi hukum dalam ekonomi syariah, serta berguna untuk
peneliti, khalayak masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk dijadikan
rujukan mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap
Merchant Usaha Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS
yang akan dianalisis dari hukum positif dan hukum Islam.
2. Secara praktis
Dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk konsumen atau pelaku
usaha yang mempergunakan QRIS serta masyarakat secara umum, yang
diharapkan dapat memberikan edukasi serta literasi terkait perlindungan
hukum pada sistem pembayaran nontunai QRIS. Penelitian yang akan
dilakukan diharapkan memiliki sebuah manfaat untuk seorang peneliti
selanjutnya untuk bisa dijadikan sebuah referensi bacaan untuk
penelitian nantinya.
E. Penegasan Istilah
1. Konseptual

a. Perlindungan Hukum



Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar
dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”’

b. Merchant

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 3 Tahun
2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar
Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, dinyatakan
mengenai merchant atau pedagang QRIS merupakan penyedia barang
maupun sebuah penyedia jasa yang tercatat didalam NMR agar bisa
menerima sebuah transaksi QRIS.®

c. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli, bahwa transaksi merupakan
kegiatan finansial maupun ekonomi yang melibatkan setidaknya 2
pihak yang melaksanakan pertukaran, pinjam meminjam yang
didasari kesengajaan, melibatkan diri dalam sebuah perserikatan

usaha.®
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d. QRIS
Ataupun disebut Quick Response Code Indonesia Standart
(QRIS) merupakan standarisasi mengenai pembayaran yang
mempergunakan metode QR Code dari Bank Indonesia untuk proses
sebuah transaksi dengan QR Code yang cepat, mudah, serta
keamananya terjaga.™
e. Hukum Positif
Adalah kaidah yang berlaku sebenarnya, ataupun aturan
yang berlaku, merupakan sebuah hubungan diantara fakta dengan
akibat hukum yang merupakan sebuah abstraksi dari keputusan.**
f.  Hukum Islam
Merupakan sebuah aturan dimana didasarkan dari sebuah
wahyu pencipta adalah Allah dan Sunnah Rasul mengenai sebuah
perilakunya ataupun perbuatan dari seorang manusia mukalaf yang
diakui maupun diyakini berlaku serta bisa untuk mengikat kepada
seluruhnya umat yang memiliki keyakinan dalam beragama
Islam.*?
2. Operasional
Berdasarkan dengan penegasan istilah konseptual diatas maka yang

dimaksud dengan Perlindungan Hukum Terhadap Merchant Pada
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Pembayaran QRIS Yang Ditinjau Menggunakan Hukum Positif Dan
Hukum Islam. peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan
ketentuan didalam hukum positif yaitu UU Hukum Perlindungan
Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan
Konsumen terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang bisa
dilakukan oleh bank kepada merchant terkait saldo yang terpending.
Penelitian ini bertujuan dalam mengidentifikasi serta menganalisis
bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dan
bagaimana kenyataannya yang terjadi dilapangan sebagaimana yang

tercantum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.



